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PANCACITA

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3/ |33 /2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH TAHUN 2026

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan
Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2026;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Gubernur;
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MEMUTUSKAN:

Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur
Aceh Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan
berdasarkan usulan SKPA/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama
pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk
kebutuhan penyelenggaraan, Pemerintah Aceh dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam
Daftar Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh
sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

Kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau Biro pada
Sektretariat Daerah Aceh pengusul Perencanaan Program
Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh, agar segera mempersiapkan
draft Rancangan Peraturan Gubernur berkoordinasi dengan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat mengikutsertakan
Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan
memperhatikan  tahapan/mekanisme  pembentukan  Peraturan
Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran
2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing dan/atau sumber
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal S Marct 2026 M

IS Ramadhan 1447 H
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